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PUTUSAN

Nomor 070/Pdt.G/2013/PA.Ars
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada
tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara
cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Keerom,
tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai :
"Penggugat";

Lawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Kabupaten Keerom, saat ini tidak diketahui alamatnya di
wilayah Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai: " Tergugat';

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05

Desember 2013 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Arso, nomor 070/Pdt.G/2013/PA.Ars pada hari itu juga dengan

dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2003, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Pare-pare dan seusai
pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan
sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Akta Nikah Nomor 428/16/
XI1/2003 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah, nomor: tertanggal 10
Desember 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman
di Bacukiki Kotamadya Pare-pare, setahun kemudian pindah ke Arso Swakarsa,

sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
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3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup

rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang
anak bernama :
1. ANAK |, perempuan berumur 9 tahun, sekarang dalam pemeliharaan ibu
dari Tergugat.
2. ANAK Il, perempuan berumur 5 tahun, sekarang dalam pemeliharaan
Penggugat.

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan November 2010 antara Penggugat dengan
Penggugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga yang disebabkan antara lain:

1. Tergugat mempunyai sifat temperamental dan telah beberapa kali
terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

2. Tergugat suka berselisih faham, dalam membina rumah tangga.

3. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahirdan batin.

5. Bahwa lebih kurang sejak bulan November tahun 2010 berturut-turut hingga
sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan
tanpa alasan yang sah dan selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak kirim
kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain dengan
menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada
teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis
keberadaan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah
sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh
melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan
alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara
Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975,
Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso, mengirimkan salinan
putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat

bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
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Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan pada

sebuah buku yang diperuntukkan untuk itu;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama agar
memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Memerintahkan  Panitera/sekretaris  Pengadilan  Agama  Arso  untuk
menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang
diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka
sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa
hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat tertanggal 11 Desember
2013 dan 13 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama dan Kepala Studio RKPD Jayapura, yang telah dibacakan di
hadapan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata
bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan Cara menasihati

Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud
dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar
tanggapan dan atau jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di
muka sidang:

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan

alat bukti Surat berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan

Agama Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Pare-pare Nomor ;
Tanggal 10 Desember 2003 ( Bukti P.1);
2. Surat Keputusan Pemberian Izin Bercerai nomor: 264/103.1/
bppkb/XI11/2013 TANGGAL 04 Desember 2013 (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Nomor: 474.2/431/K/A/XI11/2013 tanggal 03
Desember 2013 tentang gaibnya Tergugat, yang dikeluarkan
oleh Kepala Kampung Asyaman (Bukti P.3);
Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga
telah menghadirkan alat bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:
1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Pedagang Sembako, tempat
tinggal di Kabupaten Keerom
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka
sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang
perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya keterangan
saksi tersebut adalah sebagai berikut;

e Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam
hubungan selaku sepupu dua kali Penggugat;

¢ Bahwa saksi mengetahui, bahwa kehadiran di Pengadilan Agama, Penggugat
bermaksud untuk ingin bercerai dengan Tergugat;

e Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak; namun sejak
bulan November 2010 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
tidak lagi harmonis yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran,
bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga
muka Penggugat memar, bengkak dan bahkan Tergugat sejak telah pergi
meninggalkan Penggugat tanpa izin, dan tidak pernah memberikan nafkah
lahir batin dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia ( gaib );

¢ Bahwa saksi mengetahuinya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak hanya dari pengaduan Penggugat, namun juga saksi melihat sendiri
akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, dan sudah tidak lagi tinggal
bersama sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

e Bahwa Penggugat pernah ke Pare-pare, karena Tergugat adalah orang dari

Pare-Pare ternyata tidak menemukan juga;
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e Bahwa saksi sebagai keluarga, sudah berusaha mendamaikan kedua belah

pihak, namun tidak berhasil;

1. SAKSI Il, umur 32 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di
Kabupaten Keerom. Saksi tersebut telah
memberikan  keterangan di bawah
sumpahnya di muka sidang yang secara
rinci sebagaimana tertuang dalam berita
acara sidang perkara ini yang untuk
mempersingkat uraian putusan pada
pokoknya keterangan saksi tersebut
adalah sebagai berikut:

* Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam
hubungan selaku tetangga Penggugat dan tergugat di Swakarsa;

e Bahwa Semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;

e Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan
Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan selama inu tidak
pernah khabar berita dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan
tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
dan sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 4 tahun yang lalu;

e Bahwa Penggugat pernah ke Kampung Tergugat di Makassar menanyakan
keberadaan Tergugat, namun tidak ada;

e Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat, untuk anak pertama tinggal di
Neneknya di Makassar, sedangkan anak kedua tinggal dan dipelihara oleh
Penggugat di Swakarsa;

e Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun
tidak ada hasilnya
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan

menerima dan membenarkannya;
Bahwa Penggugat dalam sidang telah menyatakan tidak akan mengajukan
lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara

lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, yang pada
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pokoknya Penggugat tersebut adalah tetap pada pendiriannya dan memohon

putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai
jalannya sidang untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana
tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan
dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti

diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan
patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan
tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut
harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat
untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan
sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang
domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso, maka
dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1)
Undang-undang nomor 7 tahun 1989, dan Perubahannya maka Pengadilan Agama
Arso berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap
di muka sidang, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU
No.7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai
bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan
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tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9

tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan
dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai
bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat sering melakukan kekerasan
kepada Penggugat, suka berselisih faham dalam membina rumah tangga, dan tidak
pernah memberikan nafkah /ahir dan batin;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan
terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir ke muka sidang, maka pada
dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang

tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat
sebagaimana pada posita tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti
surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi dengan pertimbangan sebagai
berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan
akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai tentang pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis merupakan akta otentik, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai Izin Perceraian sebagai Pegawai Negeri Sipil,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu
bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis merupakan akta otentik,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu

bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi
masing-masing bernama: SAKSI | dan SAKSI Il. Kedua saksi tersebut sudah dewasa
dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat

mengenai posita gugatan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat , oleh karena
itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 Rbg. sehingga keterangan saksi tersebut

memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian
dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal
309 R.Bg. sehingga akan di pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah
atas Nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa

antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P. 3, diperkuat dengan

keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihnan dan pertengkaran

yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat telah

pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin;

3. Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah memberikan khabar sehingga
tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, serta tidak pernah mengirimkan nafkah
kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga
tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah
terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi
selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan di temukannya fakta
Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan bahkan tidak diketahui lagi
alamatnya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala
perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh
Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi

yang diperkuat dengan keterangan saksi yang pada intinya menjelaskan antara
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Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan

pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara
Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati
Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras
ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak
lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat
menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk
dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak
dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang
diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang
menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama
karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, dan tidak pernah
lagi memberikan nafkah /lahir dan batin kepada Penggugat, dan Tergugat telah pergi
tanpa izin Penggugat dan selama itu tidak pernah mengirim khabar dan nafkah
kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab
perselisinan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan
bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan
sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat
dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak
(broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana
dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, sejalan dengan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam
surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun
1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku
pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai,
saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak
lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar
kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan
norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk

menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk pasal 70
ayat (1) Undang-undang nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1), dan (2) Undang-undang nomor:
1 tahun 1974, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat
sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan

talak ba’in;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan
bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan
sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat
dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak
(broken marriage) sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk melakukan
perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-
bukti yang sah dalam persidangan, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa
keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan

kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan
adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang
akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba’in shugraa Tergugat kepada

Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi
Mahkamah Agung Rl Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi
hukumnya menyatakan apabila suami-istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah
tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah
memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
dan permohonan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan
Majelis Hakim juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi
sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
gugatan Penggugat dikabulkan telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1)

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka
sidang, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan
Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan di dasarkan kepada
ketentuan pasal 149 Rbg., maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut
tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan

verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan
Agama, Panitera Pengadilan Agama Arso, diperintahkan untuk mengirimkan salinan
putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang berbunyi:

a 37 Y el 568 cam pls praluiall PS5 o 2SI I o5 e
Artinya :
"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian

tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan
kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirim
salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di
langsungkan pada hari pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 M. bertepatan dengan
tanggal 24 Jumadilakhir 1435 H. oleh kami Drs. Muhammad Thamrin A., MH sebagai
Hakim Ketua Majelis, Khairil, S.Ag. dan Adam, S.Ag. Masing-masing sebagai hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu Missah Hamzah Suara, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. MUHAMMAD THAMRIN A., MH

Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd ttd
KHAIRIL, S.Ag. ADAM, S.Ag.
Panitera Pengganti
ttd

Missah Hamzah Suara, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses :Rp. 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 335.000,00

4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,00

5. Biaya Materai :RBp. 6.000.00
Jumlah Rp. 426.000,00

Terbilang: empat ratus dua puluh enam ribuRUPIAH
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Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Arso
PANITERA,

Moh. Abdul Kadir, S. Ag.
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